
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 7 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATT CreN.luR,

Menimbang : bahwa untuk m6laksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.O7 l2O2O, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana
Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
Tahun Anggaran 2A2O;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 142861 ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Ta-Lun 2OO4 tentang
Pemeriksa.an Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4a00) ;

4. undang*undang Nomor 2s rahun zar| tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244: Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor S5g7)
sebagaimana telah dirrbah beberaperkali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, " Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor56791;

5. Undang-Undhng No*o, 20 Tahun 2}lg tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O2O (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 198, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6aLOl;
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6. Pera.turan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor l-38, Tambahan Lembararl Negara Republik
Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2OlO terltang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nornor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daer:ah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 11O,
Tambatran Lembpran Negara Republik Indonesia
Nomor5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322h
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor d,t
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesa Tahun 20ll Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Al9
tentang Pedoman Penlrusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesa Tahun
2Ol9 Nomor 655);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07 l2O2O
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesa Tahun 2O2A Nomor 46);
Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor g rahun
2016 -tentang Pembentukan dan susunan perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun ZOiA Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15
Tahun 2OLg tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran
Da"era-h Kabupaten Cianjur Tahur: 219 Nomor 15);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5O Tahun 2016 tentang
Kedudukafi, sSusunan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2A16 Nomor 51);

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

L4.
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15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 9O Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2A2O (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2OL9 Nomor 9O);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENBTAPAN DANA
ALOKASIUMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2O2O.

BAI} I

KETENTUAN UMUM

Pasa1 L

Dalam Peraturan Bupati ini, yang aimitsud dengan:

1. DAU Tambahan Dukungan iendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya
disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adatah
dukungan pendanaan bagr kelurahan di Daerah kabupatenjkota yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat kelurahan.

2 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai rlnsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana-an
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Cianjur.

5. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu
atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
vang dibahas dan- disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II
DAU TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2 t

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Keluranan tahun anggaran
2O2A sebesar Rp 2.196.000.0OO,- (dua milyar seratus sembilan puluh enam
juta rupiah).
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Rincian pembagian DAU
sebagaimana dimaksud pada
berikut:

Pasal 3

Tambahan Bantuan Pendanaan Keluranan
Pasal 2 untuk setiap Kelurahan adalah sebagai

NO. NAMA KELURAHAN
AI,OKASI

DAU TAMBAHAN
IRPI

KET.

1

2

3

4

5

6

Kelurahan Muka

Kelurahan Sawahgede

Kelurahan Boj ongherang,

Kelurahan Solokpandan

Kelurahan Saya:rg

Kelurahan Pamovanan t

366.OOO.OOO,-

366.OOO.OOO,-

366.OOO.OOO,-

36q.OOO.OOO,-

366.OOO.OOO,-

366.OOO.OOO.-

Jumlah 2.196.OOO.OOO,-

Pasal 4

(1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2, dibenkan kepada seluruh kelurahan secara
merata.

(2) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, merupakair
pagu maksimal untuk setiap kelurahan.

(3) Jumlah alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk
setiap kelurahan dapat kurang dari pagu maksimal sebagaimana
dimaksud ayat (2) dengan pertimbangan:

a. Rencana kerja dan anggaran (RKA) dan/atau dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA) yang disusun oleh kelurahan;

b. Hasil penelitian tim pen1rusun anggaran atas rencana kerja dan
arlggaran (RKA) dan/atau dokumen pelaksanaarl anggaran (DPA);

c. Hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas rencana APBD
tahun berkenaan.

Pasal 5

Rincian pelaksanaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dituangkaa dalam dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

, Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Pebruari 2o2CI
PIt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
3 Pebrrrari 2A2O

DAERAH,

Hr)^t ll J-t

BERITA DAERAH KABUPATEN CI.ANJUR TAHUN 2O2O NOMOR 7

DI
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